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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang
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NOMOR 008 TAHUN 2012
TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

1.

bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan
fungsi Kementerian Kesehatan diperlukan pegawali
negeri yang berintegritas dan menjunjung tinggi
prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang
baik (good governance);

bahwa untuk mewujudkan prinsip-prinsip
penyelenggaraan pemerintahan yang baik
sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan
kode etik bagi pegawai di lingkungan Kementerian
Kesehatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Kementerian Kesehatan dengan Peraturan Menteri
Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4450);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/
Per/VII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KODE

ETIK PEGAWAI DIl LINGKUNGAN KEMENTERIAN

KESEHATAN.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.

Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan adalah Pegawai Negeri
Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999, yang bekerja di lingkungan Kementerian
Kesehatan;

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan yang
selanjutnya disebut Kode Etik Pegawai adalah pedoman tertulis yang
berisi norma atau etika yang mengatur perilaku maupun ucapan
mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut
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dilakukan oleh Pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi,
wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab maupun dalam pergaulan
sehari-hari.

3. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan yang
selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non-struktural
pada instansi Kementerian Kesehatan yang bertugas melakukan
penegakkan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik
yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian
Kesehatan.

4. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan
yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik
Pegawai Negeri Sipil.

5. Pemangku kepentingan (stakeholders) adalah para pihak terkait yang
bersifat perorangan maupun kelompok, dan dapat berbentuk instansi
atau lembaga pemerintah, pemerintah daerah, swasta, organisasi
profesi, asosiasi, dan organisasi atau lembaga lainnya yang
mempunyai hubungan kerja dengan Kementerian Kesehatan atau
mempunyai kepentingan dengan produk/layanan yang dihasilkan oleh
pegawai Kementerian Kesehatan.

6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Kepala Biro Kepegawaian.
BAB I
TUJUAN KODE ETIK
Pasal 2

Pengaturan Kode Etik Pegawai bertujuan untuk menjamin kelancaran
pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meningkatkan disiplin
dan kualitas kerja dan perilaku yang santun, profesional, jujur dan
transparan sehingga dapat meningkatkan citra pegawai Kementerian
Kesehatan.

BAB Il
PRINSIP DASAR
Pasal 3
(1) Prinsip dasar Kode Etik Pegawai tercermin dalam Panca Prasetya
KORPRI.
(2) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:

a. setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945;
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b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta
memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;

c. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas
kepentingan pribadi dan golongan;

d. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta
kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia; dan

e. menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan
kesejahteraan dan profesionalisme.

(3) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas
dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.

BAB IV
NILAI-NILAI DASAR KODE ETIK
Pasal 4

Nilai-nilai dasar Kode Etik yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai
Kementerian Kesehatan meliputi:

a. ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. semangat nasionalisme;

mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau
golongan;

ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
penghormatan terhadap hak asasi manusia;

tidak diskriminatif;

profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan

> Q@ -

semangat jiwa korps.
Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap
Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam
bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi,
dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai
Negeri Sipil.

Pasal 6
Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
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melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara,;

menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam
melaksanakan tugas;

akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih dan berwibawa;

tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam
melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;

menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara
efisien dan efektif; dan

tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
Pasal 7

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

a.
b.
C.

melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
menjaga informasi yang bersifat rahasia;

melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang;

membangun etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi;

menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang
terkait dalam rangka pencapaian tujuan;

memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;

mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka
peningkatan kinerja organisasi; dan

berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
Pasal 8

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
meliputi:

a.
b.

mewujudkan pola hidup sederhana;

memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa
pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
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